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KATA PENGANTAR


Penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan menjadi pegangan perencanaan dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun tersebut dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

Semoga Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari  semua  pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya  kita semua. Amin
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  BAB  I
PENDAHULUAN
	

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Lampung Barat yang merupakan salah satu daerah otonom di Propinsi Lampung harus memiliki program pembangunan yang terpadu yang dilaksanakan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan yang menyentuh masyarakat pada tatanan terbawah. Program pembangunan yang dilaksanakan merupakan perubahan yang mendasar dan mengandung semangat desentralisasi, berpola pada pendekatan wilayah, pendekatan kemasyarakatan dan sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat. Perubahan mendasar tersebut adalah tuntutan Kabupaten/Kota untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagai upaya peningkatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efesien.  Salah satu upaya untuk mencapainya adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam matra perencanaan yang tertata secara baik.  
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dimana UU ini dinilai memiliki keberpihakan yang cukup kuat terhap desa untuk lebih mandiri dan lebih sejahtera. Asas rekognisi dan subsidiaritas yang ikut melandasi pengembangan substansi UU Desa merupakan kata kunci penting yang mengandung konsekuensi diberikannya kewenangan yang lebih luas dan alokasi anggaran lebih besar kepada desa guna mendukung kemandirian desa.
Berbagai peluang dan kesempatan menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa bersama masyarakatnya, baik dalam memperbaiki sistem, menata kelembagaan desa hingga meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa serta lembaga yang ada di desa. UU Desa setidaknya berisi beberapa kata kunci penting yang membuat desa berbeda dari sebelumnya, baik dilihat dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial budaya. 
Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten              Lampung Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon akan menjadi salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dan Pedoman Penyusunan RAPBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a.	Maksud
Sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat.

b.	Tujuan
Meningkatkan peran, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

· BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
· BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3.	Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4.  Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.4.  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
· BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2.   Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3.	Program dan Kegiatan
· BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
· BAB V PENUTUP





















BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU


2.1 	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA OPD) TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

a. Evaluasi pelaksanaan Renja  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut : 
	Urusan / Bidang Program dan Kegiatan
	Jumlah Anggaran
	Realisasi Kinerja Tahun 2019
	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
	 
	 
	 

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
	       5.500.000 
	        5.350.000 
	97,27%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	27.000.000
	      21.191.939 

	78,49%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
	       3.840.000 

	        2.813.240 

	73,26%


	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
	500.000
	           270.000 

	54%

	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	     10.403.000 

	      10.403.000 

	100%

	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	     18.000.000 
	18.000.000
	100%

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	49.140.000
	      49.140.000 

	100%

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.340.000
	3.340.000
	100%

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	3.960.000
	3.960.000
	100%

	Penyediaan Makanan dan Minuman
	10.800.000
	10.800.000
	100%

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	90.000.000
	      89.585.480 

	99,54


	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
	     10.000.000 

	      10.000.000 

	100%

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
	40.000.000
	      39.998.950 

	94%

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	 
	 
	 

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	     40.000.000 

	      40.000.000 

	100%

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	   113.745.000 

	     113.745.000 

	100%

	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
	       7.650.000 

	        7.650.000 

	100%

	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	 
	 
	 

	Pendidikan dan Pelatihan Formal
	10.000.000
	        9.500.000 

	95%


	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
	
	
	

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	1.000.000
	        1.000.000 

	100%

	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
	1.000.000
	        1.000.000 

	100%

	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
	2.000.000
	       2.000.000 

	100%

	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	2.500.000
	       2.500.000 

	100%

	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
	       2.640.000 

	        2.640.000 

	100%

	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
	     78.410.000 

	     78.410.000 

	100%

	Progam Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	 
	 
	 

	Penyusunan Buku Profil Pekon/Kelurahan
	   114.513.000 

	     113.691.750 

	99,28%


	Evaluasi Perkembangan Pekon
	   378.068.200 
	377.920.050
	99,96%


	Koordinasi TMMD TNI
	1.752.833.700 
	  1.690.146.096 
	96,42%

	Lomba Inovasi Alat TTG Tingkat Kabupaten
	   102.400.000 

	     102.343.100 

	99,94%


	Koordinasi Gerakan Membangun Desa Sang Bumi Rua Jurai (Gerbang saburai)
	60.000.000
	-
	0%

	Pemberdayaan Pekon Tertinggal

	     51.000.000 

	      50.988.900 

	99,98%


	Pelatihan Sumberdaya Ekonomi Masyarakat Bebasis Kearifan Lokal
	100.000.000
	99.626.500
	99,63%

	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pekon
	
	
	

	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
	  260.053.000 

	   257.229.300 

	98,91%


	Pembinaan Pengembangan BUMPekon
	   106.068.000 

	     104.086.293 

	98,13%


	Pembinaan dan Pengembangan Posyandu
	   316.957.500 

	     283.211.250 

	89,35%


	Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten
	   410.239.500 

	     410.239.497 

	100%

	Pelatihan Kader PKK dan Kader UP2K Pekon
	   119.587.000 

	     113.307.000 

	94,75%


	Gerakan Kesatuan Gerak PKK (KESRAK) PKK
	   233.384.000 

	     233.384.000 

	100%

	Program Penguatan Administrasi dan Kelembagaan Pekon
	
	
	



	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD/ADP
	   185.746.000 

	     185.677.469 

	99,96%


	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pekon
	   241.654.500 

	     241.649.900 

	100%


	Pelaksanaan Rapat Kelembagaan Pekon Tingkat Kecamatan
	   103.203.500 

	      86.833.750 

	84,14%


	Percepatan Pelaksananaan Tata Kelola APBPekon
	     20.000.000 

	      20.000.000 

	100%


	Satgas Sistem Keuangan Pekon
	     52.825.000 
	      52.452.300 

	99,29


	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Pekon dan Kecamatan
	   134.135.500 

	     134.130.700 

	100%


	Operasional Panitia Kabupaten Dalam Rangka Pemilihan dan Pelantikan Peratin
	   148.932.000 

	     148.117.550 

	99,45%







b. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon  sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:
 	

	Urusan/Bidang Program dan Kegiatan
	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)
	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022
	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)
	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

	
	
	
	
	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021
	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	NON URUSAN
	
	
	
	
	
	
	
	

	Non Urusan
	
	
	
	
	
	
	
	

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
	100
	%
	100
	%
	100
	%
	80%

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah surat masuk
	700
	Surat
	700
	Surat
	700
	Surat
	80%

	
	Jumlah surat keluar
	400
	Surat
	400
	Surat
	400
	Surat
	80%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah rekening telepon
	1
	Rekening
	1



	Rekening
	1
	Rekening
	80%

	
	Jumlah rekening air
	1
	Rekening
	1
	Rekening
	1
	Rekening
	80%

	
	Jumlah rekening listrik
	1
	Rekening
	1
	Rekening
	1
	Rekening
	80%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	Jumlah Mobil yang dibayar pajaknya
	3
	Unit
	3
	Unit
	3
	Unit
	80%

	
	Jumlah Motor yang dibayar pajaknya
	6
	Unit
	6
	Unit
	6
	Unit
	100%

	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	Jumlah buku cek
	1 
	Paket
	6
	Buku
	10
	Buku
	80%

	
	Jumlah cetak rekening koran
	
	
	12
	Kali
	6
	Kali
	80%

	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	Jumlah tenaga kebersihan
	1
	Paket
	2
	Orang
	2
	Orang
	80%

	
	Jumlah jenis alat kebersihan
	
	
	19
	Jenis
	19
	Jenis
	80%

	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Jumlah jenis ATK
	30
	Jenis
	30
	Jenis
	30
	Jenis
	80%

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah jenis cetakan
	11
	Jenis
	6
	Jenis
	6
	Jenis
	80%

	
	Jumlah jenis penggandaan
	3
	Jenis
	3
	Jenis
	3
	Jenis
	80%
	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah jenis komponen listrik
	13
	Jenis
	12
	Jenis
	12
	Jenis
	80%


	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah SKHU
	4
	SKHU
	4
	SKHU
	4
	SKHU
	80%


	Penyediaan Makanan dan Minuman
	Jumlah penyediaan makan minum rapat
	12
	Bulan
	12
	Bulan
	12
	Bulan
	80%


	
	Jumlah penyediaan makan minum tamu
	12
	Bulan
	12
	Bulan
	12
	Bulan
	80%


	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	12
	Bulan
	12
	Bulan
	12
	Bulan
	80%


	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
	Jumlah pelaksanaan pameran
	1
	Kali
	1
	Kali
	1
	Kali
	80%


	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
	12
	Bulan
	12
	Bulan
	12
	Bulan
	80%


	Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
	Jumlah Rekening Internet
	1
	Rekening
	1
	Rekening
	1
	Rekening
	80%


	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
	100
	%
	70
	%
	70
	%
	80%

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	Jumlah Genset 
	1
	Unit
	1
	Unit
	1
	Unit
	80%


	Pengadaan Mebeleur
	Jumlah meja 1 biro
	6
	Unit
	6
	Unit
	6
	Unit
	80%


	
	Jumlah kursi 1 biro
	6
	Unit
	4
	Unit
	4
	Unit
	80%

	
	Jumlah kursi ½ biro
	6
	Unit
	5
	Unit
	5
	Unit
	80%

	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
	Jumlah komputer/pc
	6
	Unit
	3
	Unit
	3
	Unit
	80%

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara
	1
	Gedung
	1
	Gedung
	1
	Gedung
	80%

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	Jumlah mobil yang dipelihara
	3
	Unit
	3
	Unit
	3
	Unit
	80%

	
	Jumlah motor yang dipelihara
	6
	Unit
	6
	Unit
	6
	Unit
	80%

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
	Jumlah komputer/pc
	7
	Unit
	7
	Unit
	7
	Unit
	80%

	
	Jumlah laptop
	7
	Unit
	7
	Unit
	7
	Unit
	80%

	
	Jumlah mesin tik
	2
	Unit
	2
	Unit
	2
	Unit
	80%

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Jumlah Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya
	10
	Orang
	2
	Orang
	4
	Orang
	80%

	Pendidikan dan Pelatihan Formal
	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
	2
	Orang
	2
	Orang
	2
	Orang
	80%

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
	Persentase Dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
	100
	%
	100
	%
	100
	%
	100%

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	4
	Dokumen
	4
	Dokumen
	4
	Dokumen
	80%

	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
	2
	Dokumen
	2
	Dokumen
	2
	Dokumen
	80%

	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
	2
	Dokumen
	2
	Dokumen
	2
	Dokumen
	80%

	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
	1
	Dokumen
	1
	Dokumen
	1
	Dokumen
	80%

	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
	Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD
	18
	Dokumen
	18
	Dokumen
	18
	Dokumen
	80%

	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
	20
	Orang
	18
	Orang
	18
	Orang
	80%

	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	
	
	
	
	
	
	
	

	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	Persentase Peningkata Status Pekon
	11,45
	%
	10,69
	%
	10,69
	%
	11,45 %

	Penyusunan Buku Profil Pekon/Kelurahan
	Jumlah buku profil pekon/kelurahan
	2.720
	Buku
	544
	Buku
	544
	Buku
	54,95%

	Koordinasi TMMD TNI
	Jumlah Pelaksanaan TMMD
	3
	Kali
	1
	Kali
	1
	Kali
	22%

	Evaluasi Perkembangan Pekon
	Jumlah pekon juara evaluasi perkembangan pekon
	3
	Pekon Juara
	3
	Pekon Juara
	3
	Pekon Juara
	54,95%

	Sinkronisasi, Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pekon
	buku data pembangunan pekon
	524
	Buku
	524
	Buku
	524
	Buku
	54,95%

	Lomba Inovasi Alat TTG Tingkat Kabupaten
	Jumlah Hasil Karya Terbaik Lomba TTG Tingkat Kabupaten
	15
	Hasil Karya
	3
	Hasil Karya
	3
	Hasil Karya
	54,95%

	Koordinasi Pemberdayaan Pekon Tertinggal
	Jumlah Pekon yang di dampingi
	19
	Pekon
	14
	Pekon
	14
	Pekon
	54,95%

	Pelatihan Sumberdaya Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal
	Jumlah Peserta Pelatihan
	262
	Orang
	262
	Orang
	262
	Orang
	20%



	

	Pembinaan dan Pemanfaatan Lahan Potensial di Pekon
	Jumlah Bumdes yang di Bina
	5
	Pekon
	6

	Pekon
	6
	Pekon
	54,95%

	Fasilitasi Tata Wilyah Desa
	Jumlah Pekon yang Mendapat Bantuan
	6
	Pekon
	6
	Pekon
	6
	Pekon
	54,95%

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pekon
	Persentase Kelembagaan Pekon Aktif
	
	80%
	75%
	
	
	75%
	80%

	Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM)
	Jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan BBGRM
	2.500



	Orang
	     600 
	Orang
	600
	Orang
	100%

	
	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam aksi gotong royong
	18.000
	Orang
	  3.600 
	Orang
	3.600
	Orang
	100%

	
	Jumlah pekon aktif dalam pelaksanaan gotong royong
	75
	Pekon
	      12 
	Pekon
	12
	Pekon
	100%

	
	Jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam FBJ
	2.500
	Orang
	     600 
	Orang
	600
	Orang
	100%

	Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat
	Jumlah dokumen koordinasi
	10
	Dokumen
	2
	Dokumen
	2
	Dokumen
	100%

	Pembinaan dan Pengembangan Posyandu
	Jumlah pengelola posyandu terbina
	900
	Orang
	     900 
	Orang
	900
	Orang
	100%

	
	Jumlah peserta rakor pokjanal posyandu kabupaten
	750
	Orang
	     150 
	Orang
	150
	Orang
	100%

	
	Jumlah kader posyandu terbina
	500
	Orang
	     150 
	Orang
	150
	Orang
	100%

	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon (KPMP)
	Jumlah kader pemberdayaan yang mengikuti pelatihan
	750
	Orang
	     150 

	Orang
	150
	Orang
	20%

	
	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang terbina
	655
	Orang
	     150 

	Orang
	150

	Orang
	100%

	Gerakan Kesatuan Gerak PKK (KESRAK PKK)
	Jumlah Masyarakat yang terlibat pada Gerakan Kesrak PKK, hari Kartini, dan hari Ibu
	3.750
	Orang
	750
	Orang
	750
	Orang
	100%

	
	Jumlah Anak yang Mengikuti Sunatan Masal
	800
	Orang
	200
	Orang
	200
	Orang
	100%

	
	Jumlah Siswa Miskin yang Menerima Santunan
	150
	Orang
	30
	Orang
	30
	Orang
	100%

	
	Jumlah Lansia yang Menerima Santunan
	900
	Orang
	100
	Orang
	100
	Orang
	100%

	Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten
	Jumlah Kecamatan yang Menerima Pembinaan
	15
	Kec
	15
	Kec
	15
	Kec
	100%

	Pelatihan Kader PKK dan Kader UP2K Pekon
	Jumlah Kader PKK Aktif
	150
	Orang
	30
	Orang
	30
	Orang
	100%

	
	Jumlah Unit Ekonomi Rumah Tangga Aktif
	75
	UP2K
	15
	UP2K
	15
	UP2K
	100%

	
	Jumlah PKK Pekon yang dibina
	75
	Pekon
	15
	Pekon
	15
	Pekon
	100%

	Pelatihan Pengurus Pasar Desa

	Jumlah Pengurus Pasar Desa

	174
	Pekon
	      58 

	Orang
	-
	Pekon
	100%

	Pembinaan Pengembangan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa

	Jumlah Pengurus BUMPekon yang dilatih

	330
	Orang
	80
	Orang
	80
	Orang
	36%

	
	Jumlah Pelatihan BUMPekon yang dilatih

	15
	Pekon
	131
	Pekon
	131
	Pekon
	100%

	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum adat

	Jumlah Eks Laporan

	3
	EKS


	3
	EKS


	3
	EKS 

	100%

	Perkuatan Administrasi dan Kelembagaan Pekon
	Persentase pekon yang menyampaikan dokumen APBPekon sesuai pedoman dan tepat waktu
	100
	%
	100
	%
	100
	%
	100%

	
	Persentase anggota LHP dan LPMP aktif dalam perencanaan pembangunan
	80
	%
	75
	%
	75
	%
	80%

	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD/ADP
	Jumlah pekon pengelola APBPekon yang di monitoring
	15
	Kecamatan
	131
	Kecamatan
	131
	Pekon
	100%

	
	Jumlah musyawarah pekon yang terdampingi
	131
	Pekon
	131
	Pekon
	131
	Pekon
	100%

	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Pekon
	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan keuangan pekon
	2.040
	Orang
	     408 

	Orang
	408


	Orang
	  74,81 


	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pekon
	Jumlah anggota LHP yang di latih
	     131 
	Orang
	     131 
	Orang
	131
	Orang
	33%

	
	Jumlah anggota LPMP yang latih
	     131 
	Orang
	     131 
	Orang
	     131 
	Orang
	33%

	
	Anggota LHP definitif dan anggota LHP antar waktu yang dilatih
	      20 
	Orang
	      20 
	Orang
	20
	Orang
	69%

	Pelaksanaan rapat kelembagaan pekon tingkat kecamatan
	Rapat Koordinasi LHP Tingkat Kecamatan
	15
	Kec
	15
	Kec
	15
	Kec
	100%

	
	Rapat koordinasi LPMP tingkat kecamatan
	15
	Kec
	15
	Kec
	15
	Kec
	100%

	Percepatan Pelaksanaan Tata Kelola APBPekon
	Jumlah pekon pengelola APBPekon yang di fasilitasi
	131
	Pekon
	131
	Pekon
	131
	Pekon
	100%

	Satgas Sistem Keuangan Pekon
	Laporan pemantauan penerapan siskudes
	15
	Kec
	15
	Kec
	15
	Kec
	100%

	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Pekon dan Kecamatan
	Jumlah Aparatur Pekon yang Menerima Pelatihan
	1.561
	Orang
	262
	Orang
	262

	Orang

	35%

	Bimtek Panitia Pemilihan Pekon dalam Rangka Pemilihan dan Pelantikan Pratin
	Jumlah Peserta Bimtek
	210
	Orang
	180

	Orang
	180
	Orang
	0%

	Pelatihan Tim Satgas Sistem Keuangan Pekon (SISKEUDES)
	Jumlah Peserta Pelatihan Tim Satgas Siskeudes
	30 
	Orang
	30 
	Orang
	30 
	Orang
	100%

	Rapat Koordinasi Aparatur Pekon dan Kelembagaan Pekon 
	Rapat koordinasi LHP dan LPMP Tingkat Kecamatan
	15
	Kec
	15
	Kec
	15
	Kec
	100%

	Rapat Koordinasi  Aparatur Pemerintahan Pekon
	Jumlah Aparatur Pekon yang Mengikuti Rakor

	131
	Orang	
	131
		Orang
	131
	Orang
	100%






	Pembentukan Pekon

	Jumlah Pekon yang dilakukan Penataan

	3

	Pekon
	3

	Pekon
	3

	Pekon
	100%
100%

	Pelatihan Kewenangan Pekon

	Jumlah Aparatur Pekon yang Menerima Pelatihan
	3
	Orang    
	3
	    Orang 

	3
	    Orang 

	100%















2.2 	ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan berhubungan dengan masyarakat dan pemerintahan pekon dan kelurahan, dimana seluruh program dan kegiatannya mengarah kepada masyarakat, pekon dan kelurahan sesuai dengan urusan bidangnya yakni pemberdayaan masyarakat dan desa. 
Adapun perkiraan capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
PERKIRAAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Tujuan / Sasaran
	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun 2021

	1
	Menurunnya Desa Tertinggal
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan pekon secara partisipatif
	Persentase pekon dengan status mandiri 
	
7.63%




2.3 	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah sebagai berikut  :
1. Memberdayakan dan memfungsikan sumberdaya aparatur pemerintahan serta peningkatan Pekon/Kelurahan;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan Pekon/Kelurahan.
3. Mendorong pengembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang Teknologi Tepat Guna (TTG).
4. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana pekon tertinggal.
5. Mendorong masyarakat miskin dengan menumbuhkan usaha ekonomi produktif.
6. Peningkatan kualitas para pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
7. Mendorong tumbuhnya semangat swadaya gotong royong bagi masyarakat dan Pemerintahan Pekon.
8. Mensosialisasikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.
9. Melengkapi sarana dan prasarana kantor.
10. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana desa memiliki kewenangan guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya
11. Berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) pada Tahun 2015.
12. Perlu adanya Tim Pendamping Desa yang bertugas mengawal dan membantu pihak desa yang menerima Dana Desa terkait alokasi dan pertanggungjawaban administratif dana tersebut

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting yang menjadi masalah-masalah mendesak yaitu antara lain  :
1. 	Masih kurangnya Tenaga Pengelola kegiatan dan Administrasi Keuangan yang bersertifikat.
3. 	Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon  belum optimal. 
4. 	Masihnya rendahnya kualitas Pokjanal Posyandu Kecamatan/Pekon/Kelurahan dan Kader Posyandu.
6.	Keterisoliran pekon dan pemanfaatan kawasan potensial.
7.	Berkurangnya  partisipasi aktif masyarakat dalam membangun Desa/Pekon/Kelurahan.
8.	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagai upaya meningkatkan hasil karya TTG di wilayah Kabupaten.
9.	Pengentasan Kemiskinan.
10.	Sarana dan Prasarana Pekon/kelurahan yang belum memadai
11.	Penertiban Daerah Otonomi Baru (Desa/Pekon)
12.	Pengelolaan Keuangan Pekon yang belum maksimal dalam tertib administrasinya.
13.	Pembinaan, pengembangan dan perkuatan desa, administrasi dan kelembagaan desa secara bertahap terus dilaksanakan.
14.	Kelembagaan Kemasyarakatan di Pekon/Kelurahan yang belum optimal.
15.	Kualitas Aparatur Pemerintahan Pekon/Kelurahan masih perlu ditingkatkan.
16.	Pendataan dan Pemutakhiran Profil Pekon setiap tahun di up Date.
17.	Administrasi Pemerintahan Pekon/Kelurahan yang belum maksimal.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon mempunyai tantangan dalam melaksanakan tupoksi, Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah  :
1. 	Masih banyaknya Pekon Tertinggal;
2. 	Menurunnya semangat swadaya gotong royong masyarakat;
3. 	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam Pemanfaatan TTG dan SDA;
4. 	Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola bantuan.
5.	Kurangnya kapasitas pegawai baik jumlah maupun kualitas.
6.	Rendahnya etos kerja pegawai.


Sedangkan peluang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah  :
1. Adanya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Potensi SDA yang belum dikembangkan.
3. Lembaga Masyarakat yang semakin baik.
4. Meningkatnya mobilitas informasi.
5. Adanya pegawai yang mengisi formasi jabatan.



























BAB  III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 


3.1 	TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Tujuan / Sasaran
	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Menurunnya Desa Tertinggal
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan pekon secara partisipatif
	Persentase pekon dengan status mandiri 
	0.00%
	1.53%
	3.82%
	7.63%
	11.45%



3.2 	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
	
Rencana program untuk Tahun 2018-2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah sebagai berikut  :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pekon
7. Program Perkuatan Administrasi dan Kelembagaan Pekon.

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Pekon Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 yaitu  :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12. Penyediaan Jasa Propaganda /Publikasi /Pameran
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
14. Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi 

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pengadaan Komputer  / Jaringan Komputer
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

V. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1. Penyusunan Buku Profil Pekon/Kelurahan
2. Evaluasi Perkembangan Pekon
3. Koordinasi TMMD TNI
4. Sinkronisasi, koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pekon
5. Lomba Inovasi Alat TTG Tingkat Kabupaten
6. Pembinaan dan Pemanfaatan Lahan Potensial di Pekon
7. Pelatihan Sumberdaya Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal
8. Koordinasi Pemberdayaan Pekon Tertinggal
9. Fasilitasi Tata Wilayah Desa

VI. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pekon
1. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
2. Pembinaan dan Pengembangan Posyandu
3. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon (KPMP)
4. Gerakan Kesatuan Gerak PKK (KESRAK PKK)
5. Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten
6. Pelatihan Kader PKK DAN Kader UP2K Pekon
7. Pembinaan Pengembangan BUMPekon
8. Pelatihan Pengurus Pasar Desa
9. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

VII. Program Perkuatan Administrasi dan Kelembagaan Pekon
1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD/ADP
2. Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pekon
4. Pelaksanaan Rapat Kelembagaan Pekon Tingkat Kecamatan
5. Percepatan Pelaksanaan Tata Kelola APBPekon
6. Satgas Sistem Keuangan Pekon
7. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Pekon dan Kecamatan
8. Bimtek Panitia Pemilihan Pekon dalam Rangka Pemilihan dan Pelantikan Peratin
9. Pelatihan Tim Satgas Sistem Keuangan Pekon (SISKEUDES)
10. Rapat Koordinasi Aparatur Pekon dan Kelembagaan Pekon
11. Rapat Koordinasi Aparatur Pemerintahan Pekon
12. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Pekon
13. Pelatihan Kewenangan Pekon

BAB  IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH


	Program / Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Target
	Pagu Indikatif
	Lokasi

	1
	2
	3
	4
	5

	NON URUSAN
	 
	 
	 
	 
	 

	Non Urusan
	 
	 
	 
	 
	 

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	
	
	
	345.140.100

	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah surat masuk dan surat keluar
	1100
	Surat
	4.650.000

	Liwa

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah rekening telepon, rekening air, rekening listrik
	3
	Rekening
	11.650.000

	Liwa

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	Jumlah mobil dan motor yang dibayar pajaknya
	9
	Unit
	5.500.000

	Liwa

	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	Jumlah buku cek (5 Buku), Jumlah cetak rekening koran (12 Kali)
	1
	Paket
	867.500

	Liwa

	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	Jumlah tenaga kebersihan (2 Orang) dan alat kebersihan (18 Jenis)
	1
	Paket
	12.900.600

	Liwa

	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Jumlah jenis ATK
	  20 
	Jenis
	16.398.000
	Liwa

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan
	9
	Jenis
	54.515.000
	Liwa

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah jenis komponen listrik
	10
	Jenis
	5.269.000

	Liwa

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah SKHU
	4
	SKHU
	3.960.000

	Liwa

	Penyediaan Makanan dan Minuman
	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat, tamu
	12
	Bulan 
	13.500.000
	Liwa

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	12
	Bulan
	153.892.000

	Liwa

	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
	Jumlah pelaksanaan pameran
	1
	Kali
	10.248.000

	Liwa

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi ke dalam daerah
	12
	Bulan
	39.790.000

	Lampung Barat

	Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
	Jumlah Rekening Internet
	1
	Rekening
	12.000.000

	Liwa

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	
	
	
	204.135.600

	

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	Genset
	1
	Unit
	21.400.000
	Liwa

	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
	Jumlah Komputer dan Printer
	3
	Unit
	30.000.000

	Liwa

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara
	1 
	Gedung 
	23.135.000
	Liwa

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	Jumlah kendaraan dinas mobil dan motor yang beroperasi dengan baik
	9
	Unit
	121.950.600

	Liwa

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
	Jumlah Komputer, Laptop, Mesin TIK yang dipelihara
	12
	Unit
	7.650.000
	Liwa

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	
	
	
	14.250.000
	

	Pendidikan dan Pelatihan Formal
	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
	2
	Orang
	14.250.000
	Luar Lampung Barat

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
	
	
	
	114.222.200

	

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	4
	Dokumen
	994.000
	Liwa

	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
	2
	Dokumen
	1.000.000
	Liwa

	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
	2
	Dokumen
	2.000.000

	Liwa

	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
	1
	Dokumen
	2.500.000

	Liwa

	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
	Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD
	18
	Dokumen
	3.450.000
	Liwa

	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah
	18
	Orang
	104.278.200

	Liwa

	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
	
	
	
	
	

	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	
	
	
	
	

	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	
	
	
	1.211.520.500

	

	Penyusunan Buku Profil Pekon/Kelurahan
	Jumlah buku profil pekon / kelurahan  
	408
	Buku
	136.389.000

	Lampung Barat

	Koordinasi TMMD TNI
	Jumlah Pelaksanaan TMMD
	1
	Kali
	107.356.000

	Lampung Barat

	Evaluasi Perkembangan Pekon
	Jumlah pekon juara evaluasi perkembangan pekon
	3
	Pekon Juara
	390.201.500

	Lampung Barat

	Sinkronisasi, Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pekon
	buku data pembangunan pekon
	524

	Buku
	103.657.000

	Lampung Barat

	Lomba Inovasi Alat TTG Tingkat Kabupaten
	Jumlah Hasil Karya Terbaik Lomba TTG Tingkat Kabupaten
	3
	Hasil Karya
	124.141.000

	Lampung Barat

	Pembinaan dan pemanfaatan lahan potensial di pekon
	Jumlah Bumdes yang dibina
	5

	Pekon
	95.084.000

	Lampung Barat

	Pelatihan Sumberdaya Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal
	Terlaksananya Pelatihan Sumberdaya Ekonomi Masyarakat Berbasis Karifan Lokal

	262
	Orang
	95.419.000

	Lampung Barat

	Koordinasi Pemberdayaan Pekon Tertinggal
	Jumlah Pekon Tertinggal yang Didampingi
	14
	Pekon
	108.675.000
	Lampung Barat

	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
	Jumlah Pekon yang Dibina
	3
	Pekon
	50.598.000

	Lampung Barat

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pekon
	
	
	
	1.651.090.200

	

	Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM)
	Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kegiatan BBGRM ( 600 Orang), Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Aksi Gotong royong (3.600 Orang), Jumlah Pekon Aktif dalam Pelaksanaan Gotong Royong (12 Pekon), Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat dalam FBJ ( 600 Orang)
	12
	Pekon 
	367.000.000
	Lampung Barat

	Pembinaan dan Pengembangan Posyandu
	Jumlah pengelola posyandu terbina (900 Orang), peserta rakor pokjanal posyandu kabupaten (150 Orang) dan kader posyandu terbina (150 Orang)
	1200
	Orang
	85.230.000

	Lampung Barat

	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon (KPMP)
	Jumlah kader pemberdayaan yang mengikuti pelatihan
	150

	Orang
	115.533.000

	Lampung Barat

	Gerakan Kesatuan Gerak PKK (KESRAK PKK)


	
	Jumlah Masyarakat yang terlibat pada Gerakan Kesrak PKK, hari Kartini, hari Ibu (750 Orang), Anak yang Mengikuti Sunatan Masal (200 Orang), Siswa Miskin yang Menerima Santunan (30 Orang), Lansia yang Menerima Santunan (100 Orang)
	1080
	Orang
	367.306.500

	Lampung Barat

	Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten
	Jumlah Kecamatan yang Menerima Pembinaan
	15
	Kec
	267.134.500

	Lampung Barat

	Pelatihan Kader PKK dan Kader UP2K Pekon
	Jumlah Kader PKK Aktif (30 Orang),  Unit Ekonomi Rumah Tangga Aktif (15 UP2K) dan PKK Pekon yang dibina (15 Pekon)
	15
	Pekon 
	82.630.200
	Lampung Barat

	Pembinaan Pengembangan BUMPekon
	Jumlah Pengurus BUMPekon dilatih
	131

	Orang
	273.560.000

	Lampung Barat

	Pelatihan Penggurus Pasar Desa
	Jumlah Peserta Pelatihan 
	58
	Pekon
	59.860.000

	Lampung Barat

	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
	Jumlah Eks Laporan

	3
	Eks

	32.836.000
                
	Lampung Barat

	Perkuatan Administrasi dan Kelembagaan Pekon
	
	
	
	1.566.937.200

	

	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD/ADP
	Jumlah pekon pengelola APBPekon yang dimonitoring (15 Kec), Jumlah musyawarah pekon yang terdampingi (131 Pekon)
	131
	Pekon
	155.850.200


	Lampung Barat

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pekon
	Jumlah anggota LHP yang dilatih (131 Orang), Jumlah anggota LPMP yang dilatih (131 Orang),  Anggota LHP definitif dan anggota LHP antar waktu yang dilatih (20 Orang)
	131
	Orang
	189.565.000

	Lampung Barat

	Percepatan Pelaksanaan Tata Kelola APBPekon
	Jumlah pekon pengelola APBPekon yang di fasilitasi
	131
	Pekon
	37.590.200

	Lampung Barat

	Satgas Sistem Keuangan Pekon
	Laporan pemantauan penerapan siskeudes
	15
	Kec
	56.756.900

	Lampung Barat

	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Pekon dan Kecamatan
	Jumlah Aparatur Pekon yang Menerima Pelatihan
	262

	Orang
	261.508.000

	Lampung Barat

	Bimtek Panitia Pemilihan Pekon Dalam Rangka Pemilihan dan Pelantikan Peratin
	Jumlah Aparatur yang Menerima Bimtek
	180

	Orang
	373.832.000

	Lampung Barat

	Pelatihan Tim Satgas Sistem Keuangan Pekon (SISKEUDES)
	Jumlah Peserta Pelatihan Tim Satgas Siskeudes
	15 
	Kec
	58.335.400

	Lampung Barat

	Rapat Koordinasi Aparatur Pekon dan Kelembagaan Pekon 
	Rapat koordinasi LHP dan LPMP Tingkat Kecamatan
	15
	Kec
	66.077.000

	Lampung Barat

	Rapat Koordinasi  Aparatur Pemerintahan Pekon
	Jumlah Aparatur Pekon yang Mengikuti Rakor

	131
	Orang
	62.191.000

	Lampung Barat

	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

	Jumlah Pekon yang dilakukan Penataan

	3

	Pekon
	208.899.500

	Lampung Barat

	Pelatihan Kewenangan Pekon

	Jumlah Aparatur Pekon yang Menerima Pelatihan
	131
	    Orang 

	96.332.000

	Lampung Barat 


	

RENCANA PENANGANAN DAMPAK COVID-19 UNTUK TAHUN 2021


Bagian dari kebijakan Pemerintah Daerah  untuk program khusus yang harus dilaksnakan Pemerintah Pekon adalah penanganan pasca Covid-19 melalui sumber dana ADD dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang penguatan ekonomi melalui pelatihan-pelatihan BUMPekon, UP2K.

BAB  V
PENUTUP

	Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur dan berkelanjutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon  telah berupaya memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin. 
	Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA - OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini, diharapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon untuk tahun 2021 sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.
Rencana kerja ini merupakan dokumen perencanaan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat di tahun 2021.

               L i w a,                        2020

Kepala Dinas PMP
Kabupaten Lampung Barat,
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Ir. NOVIARDI KUSWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19621101 199003 1 005
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